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IBNU HAJAR (B111 10 439), dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis
Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, (Studi Kasus
Putusan Nomor: 140/Pid.B/2013/PN.Wtp)’’ dibawah bimbingan
Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I dan Hj. Haeranah selaku
Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana
materil tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui
pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 140/Pid.B/2013/
PN.Wtp.
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Watampone dengan
metode teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan
narasumber.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (I)Penerapan hukum pidana
materil terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak studi kasus
putusan nomor: 140/Pid.B/2013/PN.Wtp telah tepat karena telah
memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak. (II) Pertimbangan hukum majelis hakim
dalam menjatuhkan pidana atas tindak pidana persetubuhan terhadap
anak dalam putusan nomor: 140/Pid.B/2013/PN.Wtp telah sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yakni sekurang-kurangnya dua alat
bukti ditambah keyakinan hakim. Alat bukti dalam kasus ini yaitu
keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling
bersesuaian, sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa
terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
Serta hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-
hal yang meringankan terdakwa.
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A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga
setiap kegiaatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas
hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma
yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan
manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku
manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak
dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini.
Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia
yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum tidak
berdiri sendiri, maksudnya hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan
keidupan masyarakat. Dalam kenyataannya, perkembangan hukum yang
berlaku dimasyarakat demikian pula sebaliknya.
Masalah kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena
yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan.
Pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau
pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda
satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini
menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku
2kepada tindakan kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap
ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang
mengancam kemananan negara. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi
kejahatan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang sebagai
perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan
menetapkan larangan atau sanksi pidana bagi siapa saja yang
melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang
telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan
hukum tersebut.
Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum
pidana yang berungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan
masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.
Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan.
Anatara satu kebutuhan yang satu dan kebutuhan yang lain tidak saling
berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Agar sikap dan
perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum
memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga
manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam
rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang
demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk dalamnya hukum
pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian itu disebut dengan fungsi
umum hukum pidana. Hukum berfungsi mengatur seluruh aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi yang
3besar kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat penegak hukum dan
seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat kepada norma-norma hukum,
namun kadangkala gradiasi pidana yang dijatuhkan dianggap sebagai
pelanggaran terhadap hak asasi manusia.dalam al ini yang dimaksud den
Perkembangan  masyarakat akibat era globalisasi ini rupanya
berdampak pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan
terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan
kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang
berbau seksual seperti, pemerkosaan, perbuatan cabul, dan kekerasan
seksual. Merajalelanya kejahatan ini terutama perkosaan semakin
mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Ini menunjukkan
bahwa adanya penyakit yang demikian jelas tidak berdiri sendiri.
Tindak pidana perkosaan atau persetubuhan terhadap anak,
termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum  yang sangat penting
untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana
perkosaan atau persetubuhan merupakan perbuatan yang melanggar
norma sosial yaitu kesopanan, agama, dan kesusilaan, apalagi jika yang
menjadi korbannya adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya
tarik seksual seperti pada wanita remaja dan dewasa. Padahal
sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang
harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk
kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak.
Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sebenarnya
4perangkat perundang-undangan di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu
terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang
Perlindungan Anak selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang
Kesejahteraan Anak maupun di Undang-Undang Peradilan Anak. Akan
tetapi dari masa ke masa kejahatan itu selalu tumbuh dan berkembang di
dalam lingkungan msayarakat. Hampir setiap hari media massa tak
pernah sepi meberitakan peristiwa-peristiwa tentang tindak pidana
pemerkosaan maupun persetubuhan baik dengan korban perempuan
dewasa maupun dengan korban anak.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Sebagai contoh yang penulis akan teliti adalah persetubuhan
terhadap anak yakni dalam perkara (Putusan No.140/Pid.B/2013/PN.Wtp)
dimana pada hari Minggu tanggal 17 Februari tahun 2013 bertempat di Jl.
KH.Syamsuri, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanette Riattang, Kabupaten
Bone, Asri A Bin Amir A dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan
dengannya atau orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan
cara antara lain ebagai berikut :hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhgggg
ketaui Bahwa pada waktu tersebut diatas diadakan pesta pernikahan
kakak kandung Rina Reskia Binti Mawar (Saksi), dan pada kesempatan itu
saksi meminta kepada Asri A (terdakwa) agar menjemput saksi dirumah
melalui pesaan singkat (SMS) dan setelah itu saksi pergi kdpan lorong
dekat rumah saksi untuk mnunggu kedatangan terdakwa, setelah
beberapa menit menunggu datanglah terdakwa Asri A dengan
5menggunakan sepeda motor lalu saksi pun naik keatas motor dan pergi
bersama-sama menuju kerumah teman terdakwa yang terletak di Cabalu,
Kabupaten Bone sekitar jam 23.00 Wita. Ketika saksi Rina Reskia
sementara berada dalam salah satu kamar rumah tersebut terdakwa
menyampaikan kepada saksi bahwa “mauka begitu sama kamu”
(maksudnya terdakwa ingin bersetubuh dengan saksi) namun  saat itu
saksi menolaknya dengan berkata “tidak mauka, janganmi dulu” kemudian
waktu itupun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya bersedia
bertanggungjawab dengan menikahi saksi apabila bersedia melakukan
hubungan suami istri dengannya. Dan karena bujukan dari terdakwa
trsebut maka Rina Reskia (saksi) pun bersedia untuk disetubuhi oleh
terdakwa yang mana pada waktu itu terdakwa pun melepas satu persatu
pakaian yang terdakwa kenakan dan terdakwa juga mlepas satu persatu
pakaian yang dikenakan oleh Rina Reskia (saksi) dan setelah kami
berdua dalam keadaan telanjang bulat Rina Reskia (saksi) berbaring lalu
terdakwa pun memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang
vagina saksi lalu secara perlahan terdakwa pun menggoyangkan
pantatnya maju mundur selama 10 (sepuluh) menit lamanya hingga air
mani terdakwa pun keluar didalam vagina saksi setelah itu terdakwa pun
memakai pakaiannya dan beberapa jam kemudian terdakwa kembali
menyetubuhi saksi di tempat yang sama. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana
memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut
6sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta
ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan
memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan
mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain
agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi
yang cukup berat.
Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji
permasalahan tersebut yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan
judul: “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan
Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No.140/Pid.B/2013/PN.Wtp)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan maslah
dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana
persetubuhan terhadap anak dalam putusan
No.140/Pd.B/2013/PN.Wtp ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan
sanksi atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam
putusanhNo.140/Pid.B/2013/PN.Wtph?jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
7C. Tujuan Penelitian
Berangkat dari rumusan masalah di atas maka  adapun tujuan
penulisan proposal ini adalah untuk memberikan jawaban atas rumusan
masalah di atas, yaitu:
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil atas tindak
pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan
No.140/Pd.B/2013/PN.Wtp.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan
sanksi atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam
putusan No. 140/Pd.B/2013/PN.Wtp.
D. Kegunaan Penelitian
Penulisan karya ilmiah ini diharapkan memberi manfaat sebagai
berikut:
1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil
penelitian ini dapat disumbangkan sebagai panambah khasanah
penelitian di bidang Hukum Pidana, khususnya penerapan sanksi
hukum atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
2. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana
untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu hukum,
serta merupakan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang
diperoleh di bangku kuliah.
3. Bagi peneliti lain hasil ini dapat digunakan sebagai bahan




1. Pengertian tindak pidana
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan Delictum
atau Delicta, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah Delict, yang
artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman,
sementaara dalam Bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah
Strafbaarfeit, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar dan feit.
Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat
atau boleh,  sementara feit lebih diartikan sebagai tindak, peristia, dan
perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.
harfiah strafbaarfeit dapat diartikan sebagai sebagian dari  suatu
kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik
kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan,
atau peristiwa, bukan pelaku.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkkkkkkkk
Berikut adalah beberapa pengertian strafbaar feit yang dikemukakan
oleh para ahli (Lamintang, 1997:181):
a. Andi Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa strafbaar feit :
“Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan
(schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab.
9b. Hazewinkel Suringa (P.A.F Lamintang, 1997;181),   mendefenisikan
bahwa strafbaarfeit adalah :
“Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak
didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai
perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat
didalamjjUndang-Undang.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
c. Roeslan Saleh, menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah :
“Memberikan batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang
bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh
hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah
kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
Sementara itu, Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) memberikan
defenisi tentang strafbaarfeit menjadi 2 bagian, yaitu :
a. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai
kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
b. Definisi panjang memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai suatu
kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja
maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dari pengertian Jonkers tersebut maka ditarik kesimpulan mengenai
unsur-unsur dari suatu strafbaarfeit, yaitu :jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj





Selain Jonkers, Pompe (Bambang Poernomo, 1982:91) dalam
memberikan defenisi tentang strafbaarfeit juga membagi atas 2 (dua)
pengertian, yaitu :
a. Definisi menurut teori memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai
suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena
kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan
umum.
b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan strafbaarfeit sebagai
suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan
dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang. mmmmmmmmm
Defenisi secara teoritis tersebut memberikan pemahaman bahwa
setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun hukum,
wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum dan
kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. Menurut defenisi teori
tersebut, agar seseorang dapat dihukum maka dalam perbuatan tersebut
harus mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan (schuld)
baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sementara defenisi menurut
hukum positif, perbuatan yang dapat dihukum tidak cukup jika hanya
mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, namun dalam
perbuatan itu juga harus mengandung unsur pertanggunjawaban atau
dengan kata lain, orang dapat dipidana jika orang yang melakukan tindak
pidana mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab.
Hal di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Simons
(P.A.F. Lamintang, 1997:185) bahwa strafbaarfeit adalah :
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“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan
sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat
dihukum”.
Alasan dari Simons, apa sebabnya strafbaarfeit itu harus dirumuskan
seperti di atas adalah karena :
a. Untuk adanya suatu strafbaarfeit itu disyaratkan bahwa di situ harus
terdapat satu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh
undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau
kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan
yang dapat dihukum;
b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut
harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di
dalam undang-undang, dan
c. Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau
kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan
suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu
onrechtmatige handeling.
Lebih lanjut Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:186) mengatakan,
sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud di atas itu timbul dengan
sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan
dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya
sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai
arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang
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lain.hhhhhhhhhh
Sulitnya memberikan pengertian terhadap strafbaarfeit,
membuat para ahli mencoba untuk memberikan definisi tersendiri dari
sudut pandang mereka yang menimbulkan banyaknya ketidakseragaman
rumusan dan penggunaan istilah strafbaarfeit.
Menurut Achmad Ali (2002:225), menjelaskan bahwa :jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
“Delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang
melanggar hukum ataupun undang-undang dengan tidak
membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat
maupun hukum publik, termasuk hukum pidana.”
Moeljatno (Evi Hartanti, 2008, 2008:7) ber[endapat sebagai berikut :
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum , larangan yang
mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang
melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam
pidana asal saja dalam hal itu yang ditimbulkan oleh kelakuan orang,
sedang ancaman pidanya ditujukan pada orang yang menimbulkan
kejahatan.”
Dari banyaknya istilah tentang strafbaarfeit Penulis lebih sepakat
untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak
pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan
telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan
unsur objektif. Leden Marpaung (2005:9) menegemukakan unsur-unsur




Merupakan unsur yang berasal dari diri perilaku. Asas   hukum
pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An
act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non
facit reurn mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah
kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan
kealpaan (Schuld).
b. Unsur Objektif
Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
1)      Perbuatan manusia berupa :
- Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative yaitu
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
2) Akibat (result) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan
oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik,
kehormatan dan sebagainya.
3)       Keadaan-keadaan (circumtances)
Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain :
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- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni
berkenaan dengan larangan atau perintah.njjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah satu
unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari
pengadilan.
Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak  pidana :
a. Satochid Kartanegara (Leden Marpaung,2005:10)
Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.




Kesemuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang. Adapun unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan
yang dapat berupa :mjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
1. Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan. jjjjjjjjjjjjj
2. Kesalahan
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b. Moelijatno (Adami Chazawi,2001:79)jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkkkkk
Unsur tindak pidana adalah :llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi pelanggarnya)
c. Vos (Adami Chazawi,2001:80) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Unsur tindak pidana adalah :
1. Kelakuan Manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Dalam peraturan perundang-undangan
d. Jonkers (Adami Chazawi,2001:81)d ddddddddddddddddddd
Unsur tindak pidana adalah :
1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhhubungan dengan);
3. Kesalahhan
Dalam KUHAP ada 4 faktor untuk mengetahui adanya suatu tindak
pidana atau delik kejahatan yaitu :
a. Adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP) yaitu pemeberitahuan
yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban
berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang
tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (KUHAP
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Pasal 1 ayat 24). Biasanya laporan ini datang dari saksi-saksi yang
berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) atau dari keluarga
korban, adapun laporan juga datang dari korban dan tidak jarang
pula pelaku itu sendiri yang melaporkan perbuatannya dalam hal ini
tersebut menyerahkan diri.
b. Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP) adalah
pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan
kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum
seorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya
(KUHAP Pasal 1 ayat 25).
c. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP) yaitu tertangkapnya
seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidan, atau dengan
segera sesudah beberapa saat tindak pidana, atau sesaat
kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang
melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan
benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak
pidana itu yang menunjukka bahwa dia adalah pelakunya atau turut
melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
d. Pengetahuan sendiri polisi. Polisi menduga adanya tindak pidana
yang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa
pidana sehingga pihak kepolisian melakukan penggeledahan di
TKP yang diduga tempat terjadinya suatu tindak pidana, atau cara
lain sehingga penyidik ketahui terjadinya delik seperti baca di surat
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kabar, radio, dengar dari orang bercerita dan sebagainya. Dapat
juga pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap
seseorang yang diduga terlibat tindak pidana di TKP.
B. Tindak Pidana Persetubuhan
Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia  modern  (Muhammad Ali,
2004:513) kata bersetubuh artinya sebagai berikut :
“berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan  (hubungan
suami istri, hubungan sepasang manusia)”.
Adapun dalam kamus Bahasa Indonesia Inggris (John M. Echols dan
Hassan Shadily, 1992:588-589) adalah sebagai berikut :
“copulation, have sexual intercourse, copulate with person, with a
body certain characteristics”.
Yan Pramadya Puspa (1977:222) dalam Kamus Hukum
menambahkan arti kata persetubuhan “coitus” atau “coition” adalah suatu
proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan.
Menurut R Soesilo (1995:167) persetubuhan ialah :jjjjjjjjjjjjjjjjjkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
“perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya
dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki
harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan, sehingga
mengeluarkan air mani”.
Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP  adalah sesuai
arrest hoge read sebagaimana dikutip (Andi Zainal Abidin Farid,
2007:339) disebutkan :
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“tindakan memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan
perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan
kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam
kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa
perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya
kedalam kemaluan perempuan, air mani belum keluar hal itu belum
merupakan perkosaan, akan tetap percobaan pemerkosaan”.
Namun Andi Zainal Abidin Farid, (2007:396) berpendapat bahwa
persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau perpaduan alat kelamin
laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak.
Pandangan-pandangan tersebut juga menegaskan bahwa
“persetubuhan itu dapat terjadi dengan adanya peraduan dua jenis
kelamin yang berbeda, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin
perempuan.
1. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUH Pidana
Bentuk-bentuk tindak pidana persetubuhan menurut KUH Pidana
adalah sebagai berikut :
a. Tindak Pidana Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan
Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau
juga disebut dengan perkosaan, persetubuhan dirumuskan Pasal 285
KUH Pidana yang selengkapnya berbunyi:
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia dihukum
karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua
belas tahun”.
Tindak pidana Pasal 285 ini memiliki persamaan dengan tindak
pidana merusak kesopanan, perbuatan cabul atau pencabulan (Pasal
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289) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur
perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (dwingen)
dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah
memaksa pada perkosaan ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si
pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Sementara
itu, pada perbuatan cabul menurut Pasal 289 ini, perbuatan memaksa
ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan diri sendiri oleh si pembuat
kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan
cabul pada diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada
perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada
perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau
perempuan.
Perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang
melakukan persetubuhan daan orang yang membiarkan dilakukan
persetubuhan. Pada persetubuhan orang yang melakukan itu adalah
korban yang dipaksa. Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan
dilakukan persetubuhan ialah korban yang dipaksa pasif, yang melakukan
persetubuhan adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat
langsung memasukkan alat kelaminnya atau meremas-remas atau
memegang buah dada seorang perempuan terlebih dahulu, atau
memegang alat kelamin perempuan itu terlebih dahulu.
a. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang Belum Cukup
Umur 15 Tahun
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Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur
15 tahun yang dimaksud di atas dirumuskan dalam Pasal 287 KUH
Pidana yang rumusannya sebagai berikut:
(1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan
isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya,
bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau
tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya
untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.
(2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali
kalau satu hal yang tersebut pada Pasal 291 dan 294.
Ketika membicarakan kejahatan membujuk orang yang umurnya
belum lima belas tahun untuk melakukan persetubuhan, Pasal 287 di atas,
telah dibicarakan tentang perbuatan membujuk (verleiden). Perbuatan
membujuk, asal katanya verleiden (Belanda), yang pada umumnya
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan membujuk (Moeljatno,
BPHN, Andi Hamzah). R. Soesilo selain menerjemah dengan membujuk,
juga dengan menggoda, tetapi Sianturi menerjemahkan dengan
menjerumuskan.
Adapun menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi , 2007:86)
membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar
kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Membujuk adalah
menarik kehendak yang bersifat mengiming-imingi. Sifat lebih mengiming-
imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang
yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi
kehendaknya daripada orang dewasa.
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Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 287 ini,
yakni bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan
bentuk culpa berupa sepatutnya harus diduga bahwa orang yang
digerakkan untuk melakuakn persetubuhan belum dewasa.
Sama seperti perzinahan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang
yang terlibat. Kalau pada perzinahan terjadi antara dua orang yang terkait
perkawinan atau salah satu dari mereka terikat perkawinan, tetapi
persetubuhan, menurut pasal ini, terjadi antara dua orang yang sama-
sama belum terikat perkawinan namun perempuannya seorang anak yang
belum berumur 15 tahun. Karena perzinahan disyaratkan terjadinya
persetubuhan antar orang dewasa dan salah satu atau kedua-duanya
terikat perkawinan, sedangkan persetubuhan menurut pasal ini tidak
terjadinya persetubuhan yang perempuannya belum cukup umur.
2. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Tindak pidana yang dimaksudkan di atas, dirumuskan dalam Pasal
81 sebagai berikut :
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu
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muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “lex specialis derogat
lex generalis”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus
mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya
kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu
peraturan perundang-undangan.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya
Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa pasal 287 KUHPidana sudah tidak
dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap
anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik
persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81
Undang-undang Perlindungan Anak merupakan “lex specialis derogat lex
generalis” dari pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum
bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan
Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari
Pasal 287 KUHPidana. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
3. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Tindak pidana yang dimaksudkan di atas, dirumuskan dalam Pasal
81 sebagai berikut :
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D yang berbunyi setiap
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orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun
dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
(2)  Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berlakuJpula bagi setiap orang yang dengan sengaja
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)




Istilah hukuman berasal dari kata straf yang merupakan istilah yang
sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman
yang merupakan istilah umum dapat mempunyai arti luas dan berubah-
ubah karena istilah itu berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.
Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada
pembatasan pengertian dan makna sentral ayang dapat menunjukkan ciri-
ciri atau sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih
jelas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari para Sarjana
sebagaihberikut:jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Menurut Sudarto (Niniek Suparni, 2008 : 11) pidana adalah “nestapa
yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja
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agar dirasakan sebagai nestapa.” Pemberian nestapa atau penderitaan
yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-
undang tidak lain dimaksudkan agar orang tersebut menjadi jera. Hukum
pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-
norma yang diakui dalam hukum.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Lebih lanjut, Roeslan Saleh (Niniek Suparni, 2008 : 12 )
mengemukakan bahwa “reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu
nestapa yang sengaja diberikan oleh negara kepada pembuat delik.”
2. Jenis-jenis Pidana
Mengenai teori pemidanaan dalam literature hukum disebut dengan
teori hukum pidana yang berhubungan langsung dengan pengertian
hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang
dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana
tersebut.







b.    Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertenu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putussan hakim
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Teori pemidanaan daapaat dikelompokkan kedalam tiga golongan
yaitu :
1. Teori absolute atau teori pembalasan
Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar
pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada
penjahat, penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada
penjahat dibenarkan karena penjahat telah melakukan atau
membuat penderitaan terhadap orang lain.
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua
arah yakni :
a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut ojektif dari pembalasan).
b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam
dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).
2. Teori relative atau teori tujuan
Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar baha
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam
masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk
menegakkan  tata tertib itu diperlukan pidana.
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan
dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau
dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu
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yang terpaksa perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ketertiban









Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan
asas pertahanan tat tertib  masyarakat, dengan kata lain dua alasan
itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat di
tetapkan yaitu sebagai berikut :
a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang
perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib
masyarakat.
b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuinya pidana tidak
boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.
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D.     Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana
Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa,
yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya
sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum.
Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti
minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa.
Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan
rumusan pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya. Dalam hal itu, Undang-undang menghendaki adanya
minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim
akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya.
Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah
minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat (1)
KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim,
faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana
adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan.
Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda,
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berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang
memberatkan antara lain memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak
mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara,
dan sebagainya.
1. Yang meringankan.
Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-Undang
(Leden Marpaung, 2005: 113) adalah sebagai berikut :
(1) iiDalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy),
berdasarkan pasal 47 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi
sebagai berikut.
“Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka
maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi
sepertiga.”
(2) Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal
53 ayat (2) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut.
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu
dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.”
(3) Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal
57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu,
dikurangi sepertiga bagi pembantu.”
2. Yang Memberatkan
Penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang ditentukan
sebagai berikut :
a. Gabungan Peraturan (Concursus Idealis)
Gabungan aturan diartikan sebagai seseorang yang dalam
kenyataan sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana
saja, tetapi satu perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut jika
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dilihat dari sudut yuridis ternyata dapat dipandang sama dengan
telah melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana. Pasal 63 ayat
(1) dan ayat (2) KUHP menyatakan :
(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan
pidana, maka yang dikenakan hanyalah salah satu diantara
aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang
memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
(2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang
umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka
halnya yang khusus itulah yang diterapkan.....
b. Gabungan Perbuatan ( Concursus Realis)
Gabungan perbuatan terjadi jika seseorang yang melakukan dua
atau lebih kejahatan sehingga secara hukum dipandang telah
melanggar dua atau lebih aturan pidana. Dengan kata lain,
seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada
hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu
merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Gabungan perbuatan
diatur di dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP.
Pasal 65 KUHP menyatakan :
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan
pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu
pidana.
(2) Maksimum pidana yang di jatuhkan ialah jumlah maksimum
pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak
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boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah
sepertiga.
Pasal 66 KUHP menyatakan :
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-
masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang
diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka
dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya
tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat
ditambah sepertiga.
(2) Pidana denda dalam hal ini dihitung menurut lamanya
maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan
untuk perbuatan itu.
c. Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)
Recidive atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang
melaukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi tindak pidana
dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
atau “inkracht van gewijdse”, kemudian melakukan tindak pidana
lagi. Perbedaannya dengan Concursus Realis adalah pada Recidive
sudah ada putusan pengadilan berupa pemidanaan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan Concursus Realis
terdakwa melaukan perbuatan pidana  dan antara perbuatan satu
dengan yang lain belum ada putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Recidive merupakan alasan
untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan................................
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BAB III
METODE DAN LOKASI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan
mengambil lokasi di Watampone yaitu di Pengadilan Negeri Watampone.
Alasan mengambil lokasi penelitian tersebut, disebabkan karena judul
skripsi yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian.
B. Jenis dan Sumber Data jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam
penulisan skripsi ini terbagi atas 2, yaitu :
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di
lokasi. Data diperoleh secara langsung dari sumber pertama
(responden) pada lokasi penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber
tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur
bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan
penelitian ini.
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C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan
tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai
berikut:
1. Penelitian kepustakaan (library research)
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan
literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal
dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Penelitian lapangan (field research) dengan cara wawancara
(interview) langsung kepada hakim Pengadilan Negeri
Watampone yang menangani kasus tersebut.
D. Analisis Data
Data yang baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis
dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan      sesuai




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana
Persetubuhan Terhadap Anak Studi Kasus Putusan
No.140/Pid.B/2013/PN.Wtp.
1. Posisi Kasus
Bahwa terdakwa ASRI, pada hari Minggu tepatnya tanggal 17
Februari 2013 sekitar pukul 18.00 Wita, di Jl. KH. Syamsuri, Kelurahan
Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, terdakwa ASRI
telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk
anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,
adapun kronologi dari terjadinya kasus ini adalah sebagai berikut :
Bahwa pada hari Minggu tepatnya tanggal 17 Februari 2013 sekitar
pukul 18.00 Wita, telah diadakan suatu pesta pernikahan dari kakak
kandung saksi korban  RINA RESKIA Binti MAWAR, dan pada
kesempatan itu juga saksi korban RINA RESKIA meminta kepada
terdakwa ASRI agar menjemputnya di rumah melalui pesan singkat atau
SMS, dan setelah itu saksi korban RINA RESKIA pun pergi kedepan
lorong dekat rumahnya untuk menunggu kedatangan terdakwa ASRI,
setelah beberapa menit menunggu di dekat lorong, datanglah terdakwa
ASRI dengan sepeda motornya lalu saksi korban RINA pun langsung naik
keatas motor dan pergi bersama-sama menuju kerumah teman terdakwa
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ASRI yang terletak di Cabalu, Kabupaten Bone tepatnya pada pukul 23.00
Wita.
Pada saat itu saksi korban RINA RESKIA pun masuk kedalam salah
satu kamar dari rumah teman terdakwa ASRI, dan di situlah TERDAKWA
ASRI menyampaikan sesuatu kepada saksi korban RINA RESKIA bahwa
“mauka begitu sama kamu” (maksudnya terdakwa ASRI ingin mengajak
RINA RESKIA untuk berhubungan suami istri) namun saat itu saksi korban
RINA RESKIA menolaknya mentah-mentah dengan mengatakan “tidak
mauka, janganmi dulu” kemudian waktu itu terdakwa ASRI pun
mengatakan kepada saksi korban RINA RESKIA bahwa dirinya bersedia
bertanggungjawab dengan menikahi saksi korban RINA RESKIA Jiikalau
ia ingin menerima ajakan dari terdakwa ASRI untuk berhubungan suami
istri. Dan karena bujukan demi bujukan yang di lancarkan oleh terdakwa
ASRI maka saksi korban RINA RESKIA pun bersedia untuk disetubuhi
oleh terdakwa ASRI dimana pada waktu itu Asri pun langsung membuka
satu persatu pakaian yang ia kenakan dan terdakwa ASRI juga membuka
satu persatu pakaian yang di kenakan saksi korban RINA RESKIA,
setelah mereka berdua pun dalam keadaan telanjang bulat terdakwa ASRI
pun menyuruh saksi korban RINA RESKIA untuk baring lalu terdakwa
ASRI memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina
saksi korban RINA RESKIA lalu secara perlahan terdakwa ASRI pun
menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berirama selama ±  10
(sepuluh) menit lamanya hingga air mani terdakwa ASRI keluar di dalam
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vagina saksi korban RINA RESKIA dan setelah merasakan enak maka
terdakwa ASRI pun memasang kembali pakaiannya dan beberapa jam
kemudian terdakwa ASRI kembli menyetubuhi saksi korban RINA RESKIA
di tempat yang sama .hhhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhhhhh
Selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tepatnya tanggal 18
Februari 2013 terdakwa ASRI membawa saksi korban RINA RESKIA ke
Pangkajene, Kabupaten Sidrap tanpa sepengetahuan orang tua maupun
keluarga saksi korban RINA RESKIA. Lalu pada hari Selasa tepatnya
tanggal 19 Februari 2013 terdakwa membawa lagi saksi korban RINA
RESKIA ke Kabupaten Polman sampai pada hari Rabu tanggal 20
Februari 2013 kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013
terdakwa membawa saksi korban ke Makassar dan pada hari Jumat
tanggal 22 Februari 2013 dari makassar terdakwapun membawa saksi
korban kembali ke Kabupaten Bone untuk terdakwa serahkan kepada
orangtuanya dan terdakwa pun menyerahkan diri ke pihak Kepolisian.
2. Dakwaan Penuntut Umum
Isi dari dakwaan penuntut umum terhadap kasus tindak pidana
persetubuhan terhadap anak yang di bacakan di hadapan majelis hakim
Pengadilan Negeri Watampone, yaitu sebagai berikut :
PERTAMA :
Bahwa terdakwa ASRI A BIN AMIR A, pada hari Minggu tanggal 17
Februari 2013 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidak-tidknya pada waktu
lain daalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Jl. KH.Syamsuri,
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Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakuakan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan
dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
Bahwa pada waktu tersebut diatas diadakan pesta pernikahan
kakak kandung saksi korban RINA RESKIA Binti MAWAR, dan pada
kesempatan itu saksi korban RINA RESKIA meminta kepada terdakwa
ASRI A agar menjemput saksi korban RINA RESKIA dirumah melalui
pesan singkat (SMS), setelah itu saksi pergi kedepan lorong dekat rumah
saksi untuk menunggu kedatangan terdakwa ASRI A, setelah beberapa
menit berdiri didekat lorong datanglah terdakwa ASRI A dengan
menggunakan sepeda motor lalu saksi pun naik keatas motor dan pergi
bersama-sama menuju kerumah teman terdakwa ASRI A yang terletak di
Cabalu, Kabupaten Bone sekitar jam 23.00 Wita ketika saksi korban RINA
RESKIA sementara berada didalam salah satu kamar rumah tersebut
terdakwa ASRI A menyampaikan kepada saksi korban RINA RESKIA
bahwa “ mauka begitu sama kamu” (maksudnya terdakwa ASRI A ingin
bersetubuh dengan saksi korban RINA RESKIA) namun saat itu saksi
menolaknya dengan berkata “tidak mauka, janganmi dulu” kemudian
waktu itu terdakwa ASRI A mengaatakan kepada saksi korban RINA
RESKIA bahwa dirinya bersedia bertanggungjawab dengan menikahi
saksi korban RINA RESKIA jikalau bersedia melakukan hubungan suami
istri dengannya. Dan karena bujukan dari terdakwa ASRI A tersebut maka
saksi korban RINA RESKIA bersedia untuk disetubuhi oleh terdakwa ASRI
A yang mana pada waktu itu terdakwa ASRI A pun langsung membuka
satu persatu pakaian yang dikenakan saksi korban RINA RESKIA,
selanjutnya setelah mereka berdua dalam keadaan bertelanjang bulat
tanpa sehelai pakaian terdakwa ASRI A pun menyuruh saksi korban RINA
RESKIA untuk berbaring lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang
kedalam lubang vagina saksi korban RINA RESKIA lalu secara perlahan
terdakwa ASRI A menggoyangkan pantatnya maju mundur secara
berirama selama ± 1 (sepuluh) menit lamanya hingga air mani terdakwa
ASRI A keluar didalam vagina saksi setelah merasakan enak maka
terdakwa ASRI A pun memasang kembali pakaiannya dan beberapa jam
kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi ditempat yang sama ;
Akibat perbuatan terdakwa ASRI A saksi mengalami sesi Visum Et
Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kelas B Watampone
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Nomor : 38/III/RSU/tanggal 23 Maret 2013 yang ditandatangani oleh
dr.H.MUSKAMAL TABBATE, Sp.OG, dengan hasil sebagai berikut :
1. Pemeriksaan Luar : - Tidak ada kelainan
- Genitalia eksternal (luar) tidak ada
kelainan
2. Pemeriksaan Khusus : - USG uterus normal tidak ada kelainan
- Selaput Darah robek arah jam 06.00.
09.00 dan 13.00
Kesimpulan                : - Himen robek
- Keadaan tersebut diperkirakan
disebabkan oleh sentuhan benda tumpul.
Perbuatan terdakwa ASRI A Bin AMIR A sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
……………………………………..ATAU…………………………………….
KEDUA :
Bahwa terdakwa ASRI A Bin AMIR A pada hari Minggu tanggal 17
Februari 2013 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu
lain dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Jl. KH Syamsuri,
Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Watampone, melarikan perempuan yang belum
dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan
kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud untuk memiliki
perempuan tersebut baik dengan menikahinya maupun tidak menikahinya,
perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai
berikut :
Bahwa terdakwa ASRI A Bin Amir A pada waktu dan tempat sebagaimana
tersebut, berawal ketika terdakwa menjemput saksi RINA RESKIA DEPAN
lorong rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya
membawa saksi korban RINA RESKIA kerumah teman terdakwa yang
bertempat di Cabalu, Kabupaten Bone tanpa sepengetahuan orang tua
maupun keluarga saksi korban RINA RESKIA, selanjutnya keesokan
harinya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 terdakwa membawa
saksi korban RINA RESKIA ke Pangkajene, Kabupaten Sidrap lalu pada
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hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 terdakwa membawa lagi saksi
korban RINA RESKIA ke Kabupaten Polman sampai pada hari Rabu
tanggal 20 Februari 2013, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Februari
2013 terdakwa membawa saksi ke Makassar dan pada hari Jumat tanggal
22 Februari 2013 terdakwa pun membawa saksi korban RINA RESKIA
kembali ke Kabupaten Bone untuk menyerahkan saksi korban ke
orangtuanya dan terdakwa pun menyerahkan diri ke pihak kepolisian.
Perbuatan terdakwa ASRI A Bin AMIR A sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam ketentuan Pasal 332 Ayat (1) butir 1 KUHP.
Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;
Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan bukti-bukti
berupa : Visum Et Repertum No. 38/III/RSU dari Rumah Sakit Tenriawaru,
Kabupaten Bone serta Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir
Sekolah Nasional atas nama Rina Reskia ;
Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa telah member
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan
keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ditempat kerja di
Pelelangan Ikan Bajoe, Kabupaten Bone, kemudian pacaran
dengan terdakwa serta pada sekitar bulan Februari 2013 saksi
pergi dengan terdakwa ;
- Bahwa waktu itu saksi ketemu dengan terdakwa didepan lorong
dekat rumah saksi, lalu saksi disuruh naik motor kemudian kami
pergi ke Cabalu disana kami tidur sekamar di tempat tersebut
dan saksi dengan terdakwa pun melakukan hubungan badan
layaknya suami istri ;
- Bahwa saat itu terdakwa membangunkan saksi lalu terdakwa
mengajak saksi untuk berhubungan badan tapi saksi bilang
bagaimana kalau saya hamil, terdakwa bilang nanti saya
bertanggung jawab kemudian terdakwa membuka baju saksi, BH
saksi, celana dalam saksi, lalu terdakwa memasukkan
kelaminnya kedalam kelamin saksi, saat terdakwa hendak
memasukkan kelaminnya pada percobaan pertama dan kedua
kelamin terdakwa tidak bisa masuk nanti yang ketiga kalinya
barulah kelamin terdakwa bisa masuk, setelah itu terdakwa
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menngoyangkan pantatnya maju mundur sekitar ± 10 (sepuluh)
menit hingga sperma terdakwa pun keluar kedalam vagina saksi,
saat itu juga saksi mengatakan bagaimana mi ini pasti di carimi
sama keluarga. Terdakwa pun mengatakan tidak apa-apaji nanti
saya yang tanggung jawab, sebelum menyetubuhi saksi
terdakwa juga mencium pipi saksi pada saat tengah malam ;
- Bahwa setelah siang keesokan harinya saksi dan terdakwa pergi
ke Sengkang untuk membeli baju lalu menuju ke Sidrap ;
- Bahwa di Sidrap saksi dan terdakwa melakukan kembali
hubungan badan di penginapan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian
pergi ke Polman, di Polman terdakwa dan saksi juga melakukan
hubungan badan lagi 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi dan terdakwa kemudian ke Makassar bermalam
dirumah bosnya tapi tidak melakukan hubungan badan lagi
karena saksi sedang haid.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa dan saksi pun pulang ke
Bone karena bapak saksi sudah melapor ke pihak Kepolisisan
dan terdakwa pun langsung menuju ke Kantor Kepolisian Resort
Bone guna untuk menyerahkan diri ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka
segala sesuatu yang termuat dalam berita acara siding turut pula
dipertimbangkan sebagai bagian dari putusan ini ;
Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa telah terbukti
secara sah dan menyatakan bersalah, maka semua unsure dari Pasal
yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum terhadap terdakwa haruslah
terbukti terpenuhi ;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa
dengan dakwaan Alternatif bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan
sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau terdakwa telah melakukan
perbuatan sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 332 ayat (1)
KUHP ;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan
dakwaan Alternatif kesatu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni
Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya
mengatur hal yang lebih khusus yakni perihal perlindungan anak, maka
Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal
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81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang
mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
a. Unsur setiap orang
Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah hukum yang
merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini manusia yang
dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;
Bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata
bahwa bahwa benar identitas sebagaimana dan dimaksud dalam surat
dakwaan adalah terdakwa Asri A Bin Amir A ;
Bahwa sebagaimna fakta yang terbukti dipersidangan ternyata
bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga cakap untuk
mengetahui atau menyadari perbuatannya serta perbuatannya tersebut
disadarinya sebagai kehendak sendiri, hal ini dibuktikan dengan  fakta
dipersidangan bahwa ternyata terdakwalah yang mengajak saksi Rina
Reskia untuk bersetubuh dengannya, jadi terdakwa mengetahui hakekat
perbuatannya serta perbuatannya tersebut dilakukannya atas
kehendaknya sendiri, sehingga dengan demikian unsur setiap orang
dalam hal ini telah terbukti terpenuhi ;
b. Unsur dengan sengaja
Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya keadaan
batin yang mengetahui dan menghendaki suatu akibat dalam melakukan
suatu perbuatan, dalam Ilmu Hukum Pidana mengenai kesengajaan ini
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ada 2 (dua) yang menafsirkannya yang alami teori kehendak (wils theorit)
yang menafsirkan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan
kehendak menimbulkan sautu akibat karena tindakan itu. Teori lainnya
disebut Theone membayangkan (Voor Steling theorie) yang menafsirkan
sengaja berarti suatu keadaan dimana seseorang itu hanya bisa
membayangkan (Voorstellen), menginginkan atau mengharapkan suatu
akibat karena adanya alasan psikologis yang tidak memungkinkan untuk
memastikan atau mengetahui dengan pasti suatu akibat yang akan timbul
dari perbuatan yang dilakukannya ;
Bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata
bahwa terdakwalah mengajak saksi Rina Reskia untuk bersetubuh
dengannya, kemudian terdakwalah yang berusaha memasukkan alat
kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Reskia, jadi terdakwa dalam
melakukan perbuatannya menghendaki untuk bersetubuh dengan saksi
Rina Reskia dan menyetujui bahwa dengan memasukkan alat kelaminnya
kedalam alat kelamin saksi Rina Reskia adalah merupakan perbuatan
persetubuhan, dimana dengan membuka pakaian saksi Rina Reskia dan
mengajaknya untuk bersetubuh serta memasukkan alat kelaminnya
kedalam alat kelamin saksi Rina Reskia memang merupakan rangkaian
perbuatan dimana terdakwa memang bermaksud untuk menyetubuhi saksi
Rina Reskia dengan demikian kesengajaan dari perbuatan terdakwa
adalah kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), sehingga unsure dengan
sengaja dalam hal ini telah terbukti terpenuhi ;
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c. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau
membujuk anak :
Bahwa rangkaian perbuatan yang disebutkan dalam uraian kalimat
pasal ini sebagaimana di sebutkan dalam uraian apabila telah terbukti
salah satunya atau lebih dari satu maka unsur inipun telah terbukti
terpenuhi ;
Bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata
bahwa di saat Minggu malam tanggal 17 Februari 2013 sekitar tengah
malam terdakwa mau menyetubuhi saksi Rina Reskia lalu mengatakan
kepada saksi Rina Reskia bahwa terdakwa ingin bersetubuh dengan
saksi, namun saksi membujuk dengan mengatakan nanti saya akan
bertanggungjawab, sehingga kemudian saksi Rina Reskia mau
melepaskan pakaian dibantu oleh terdakwa mau disetubuhi oleh
terdakwa, jadi dalam hal ini terdakwa telah membujuk saksi Rina Reskia
agar terdakwa dapat menyetubuhinya  ;
Bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan (Pasal 1 ayat 1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak ;
Bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata
bahwa saat tanggal 17 Februari 2013 dimana saat itu terdakwa
melakukan perbuatannya terhadap saksi Rina Reskia.  Saksi Rina Reskia
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belum berumur 18 tahun, jadi saksi Rina Reskia masih di kategorikan
sebagai anak dibawah umur , dengan terdakwa dalam hal ini telah
melakukan perbuatan telah membujuk anak, sehingga unsur ini pun telah
terbukti terpenuhi ;
d. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain :
Bahwa sebagaimana fakta yang terbukti  dipersidangan ternyata
bahwa saat terdakwa bersama dengan saksi Rina Reskia di Cabalu pada
tengah malam terdakwa mengajak saksi Rina Reskia lalu terdakwa
membantu saksi Rina Reskia membuka baju, BH, sarung dan celana
dalamnya. Setelah terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya
kedalam alat kelamin saksi Rina Reskia pada percobaan pertama dan
kedua alat kelamin terdakwa belum bisa masuk dan pada saat percobaan
yang ketiga kalinya barulah alat kelamin terdakwa  bisa masuk lalu
terdakwa menngoyangkan pantatnya maju mundur selama ± 10 (sepuluh)
menit hingga sperma terdakwa pun keluar. Perbuatan terdakwa tersebut
dilakukan lagi oleh terdakwa dan saksi Rina Reskia berada di sebuah
penginapan di Sidrap, kemudian saat terdakwa dan saksi Rina Reskia
berada di Polman terdakwa masih melakukan perbuatannya tersebut, jadi
terdakwa telah menyetubuhi saksi Rina Reskia saat di Cabalu, di Sidrap
dan di Polmas. Demikian unsur bersetubuh dengannya telah terbukti
dalam hal ini ;
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Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti terpenuhi, maka
terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana membujuk anak bersetubuh dengannya ;
Bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah, sedangkan dalam persidangan tidak ada fakta yang terbukti
yang dapat mengahpuskan/meniadakan pemidanaan ( Algemene Straf
Ultitinggronden) baik alasan pembenar (Rechsuaardigings groden) yaitu
alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga
apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan
benar, maupun alasan pemaaf (Schulduitlitingsgronden) yaitu alasan yang
menghapuskan kesalahan terdakwa. Yakni perbuatan yang dilakukan oleh
terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan
pidana akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan,
maka terhadap terdakawa haruslah tetap dijatuhi pidana sebagaimana
akan ditentukan dalam amar putusan ini ;
Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
serta terdakwa memenuhi syarat menurut UU untuk ditahan, maka
terhadap terdakwa haruslah tetap ditahan ;
Bahwa telah dilakukan penahanan terhadap terdakwa, maka
lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan
seluruhnya atas pidan yang akan dijatuhkan terhadapnya ;
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Bahwa bukti surat berupa Visum Et Rpertum dan foto copy surat
keterangan hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional ditetapkan
terlampir alam berkas perkara ;
Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan
hal-hal yang memberatkan dalam diri dan perbuatan terdakwa ;
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Dimuka pengadilan jaksa penuntut umum pada tanggal 11 Juli
2013 No. Reg. Perk : PDM-43/Wtp/ep.2/05/2013 yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dalam perkara ini memutus
:
1. Menyatakan terdakwa ASRI A BIN AMIR A, bersalah melakukan
tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana
diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No.23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang didakwakan kepada terdakwa dalam
dakwaan alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRI A BIN AMIR A,
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
agar tetap ditahan ;
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3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ASRI A BIN AMIR A
sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan
ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut  maka
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
4. Analisis Penulis
Hakim dalam pemeriksaan pidana berusaha mencari dan
membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta yang terungkap dalam
persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam
surat dakwaan penuntut umum.
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas,
maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum
pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat dapat
dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan
dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi saling berkesesuaian
ditambah keterang terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang
dilakukannya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Makassar
menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan
delik yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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Adapun unsur.unsur tindak persetubuhan yang diatur dalam Pasal
81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak adalah sebagai berikut :
- Unsur subjektif :
Setiap orang, dalam hal ini yaitu Asri A Bin Amir A.
- Unsur objektif :
(1) Dengan sengaja, terlihat dari usaha Asri yang mengajak korban ke
kamarnya dan juga dengan adanya bujuk rayu Asri untuk melakukan
hubungan layaknya sepasang suami istri kepada korban yang
awalnya tidak ingin melakukan hal tersebut namun setelah
mendengar bahwa Asri akan menikahi korban jika korban hamil
maka korban pun mengikuti kemauan dari Asri. Dari hal ini terlihat
jelas bahwa Asri sudah tahu dan faham akan perbuatan yang
dilakukannya serta akibat perbuatannya tersebut.
(2) Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk
anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain,
dalam hal ini adanya bujuk rayu dari Asri yang mengatakan akan
bertanggung jawab dan menikahi korban, Rina Reskia.
Berkaitan dengan masalah di atas, penulis melakukan wawancara
dengan hakim Pengadilan Negeri Watampone, Bapak Satriyo Budiono,
S.H.,M.H. (wawancara tanggal 12 Januari 2016) yang mengatakan
bahwa :
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Dalam proses pemeriksaan yang menjadi kendala pada umumnya
dalam pemeriksaan saksi yang biasa sering tidak hadir, sehingga
menghambat pengadilan secara cepat dimana penanganannya
memerlukan waktu yang cepat.
Kami sebagai hakim juga harus jeli melihat perkara yang ada
sehingga kami bias memutuskan dengan putusan yang adil.
Adapun efektivitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana
persetubuhan dalam putusan perkara Nomor : 140 / Pid.B / 2013 / PN.Wtp
adalah menurut Bapak Satriyo Budiono, S.H.,M.H. (wawancara tanggal 12
Januari 2016) yang mengatakan bahwa :
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara
selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh
juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar
dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan agar
terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan,
peranan hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang
terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi
terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan
konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat.
Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak
diperkenankan merendahkan martabat manusia, merupakan pemberian
makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada
hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak
dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan martabat
manusia.
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2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan sanksi Pidana
terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak
Dalam Putusan Nomor : 140/Pid.B/2013/PN.Wtp.
1. Pertimbangan Hukum Hakim
Menimbang bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa
tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tersebut, maka sidang perkara ini dilanjutkan dengan
acara pembuktian ;
Menimbang, bahwa Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada
pokoknya mohon keringanan hukuman atau dihukum seringan-ringannya
karena terdakwa sudah menyesal dan tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya ;
Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan telah
didakwa oleh Penuntut Umum melakukan kejahatan sebagaimana dalam
dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan
barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi
dan diakui oleh terdakwa sebagai barang yang telah dibuat pada saat
terdakwa melakukan kejahatan ;
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan
keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan ini ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
didapatlah fakta-fakta di persidangan, dimana keterangan para saksi yang
didengar keterangannya dibawah sumpah antara yang satu dengan yang
lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa
serta dengan diajukan barang bukti dipersidangan maka unsur-unsur yang
terkandung dalam pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi
oleh perbuatan terdakwa ;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam
rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka
terdakwa dinyatakan terbukti secara menurut hukum dan hakim yakin
akan kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam
dakwaan jaksa penuntut umum ;
Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya maka hakim akan mempertimbangkan
sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya alasan penghapus
pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan
terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya ;
Menimbang, bahwa hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya harus
dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ;
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Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, penahanan
terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri
dari pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan ;
Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya
haruslah dikurangkan dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada
terdakwa ;
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan
haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa
terlebih dahulu hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri
terdakwa baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang
meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat
mencapai rasa keadilan ;
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah terlibat kasus hukum sebelumnya ;
Hal-hal yang memberatkan :
- Korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa ;




1. Menyatakan terdakwa ASRI A BIN AMIR A, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan
sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah). Jika pidana tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan bukti surat tetap terlampir dalam berkas pidana ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
3. Analisis Penulis
Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara harus
mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan
pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologis, yang
mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Majelis hakim harus
mempunyai keyakinan dalam memutus perkara dengan cara
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mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti, serta
menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.
Berdasarkan putusan nomor: 140/Pid.B/2013/PN.Wtp, menyatakan
bahwa terdakwa Asri A Bin Amir A terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dimana
dalam kasus tersebut terdapat bukti berupa surat keterangan saksi dan
surat keterangan Visum Et Repertum No.38/III/RSU dari Rumah Sakit
Tenriawaru, Kabupaten Bone, serta foto copy Surat Keterangan Hasil
Ujian Akhir Sekolah Nasional atas nama Rina Reskia, jadi pertimbangan
hukum hakim dalam menjatuhkan pidana atas tindak pidana persetubuhan
terhadap anak dalam putusan nomor: 140/Pid.B/2013/PN.Wtp telah
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yakni sekurang-
kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Maka terdakwa
dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila
pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3
(tiga) bulan.
Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang
melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Terdakwa juga adalah
orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan terdakwa
melakukan perbuatannya dengan sengaja serta tidak ada alasaan
pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan sanksi
pemidanaan sudah tepat. Sanski tersebut di berikan untuk memberikan
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efek jera, agar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi
perbuatannya dikemudian hari.
Majelis hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan
hukuman penjara 5 (lima) tahun, denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, karena dalam Pasal 81
ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak yaitu mengatur pidana maksimal 15 tahun penjara dan minimal 3
tahun penjara, sehingga dalam hal ini majelis hakim tidak dapat
menjatuhkan sanksi pidana dibawah 3 tahun penjara.
Pertimbangan majelis hakim adalah hal yang sangat penting dalam
menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, seorang hakim haruslah memutus
perkara dengan pertimbangan yang berasal dari hati nurani dan pikiran
agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.
Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih
dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang
memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga putusan yang di





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis
menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana
persetubuhan terhadap anak dalam kasus putusan nomor:
140/Pid.B/2013/PN.Wtp telah tepat karena telah memenuhi unsur-
unsur yang ada pada Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak. Selama pemeriksaan di persidangan
tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban
pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga
terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus
mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan
nomor : 140/Pid.B/2013/PN.Wtp telah sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 183 KUHAP yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah
keyakinan hakim. Alat bukti dalam kasus ini yaitu keterangan saksi,
surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, sehingga
majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah
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melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Serta hakim
telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan terdakwa.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan
beberapa hal sebagai berikut :
1. Diharapkan kepada para penegak hukum agar lebih memperhatikan
duduk perkara yang berkaitan dengan perbuatan persetubuhan
terlebih jika yang menjadi korban adalah anak. Sebab unsur-unsur
dalam setiap tindak pidana persetubuhan bisa saja menjadi dasar
penjatuhan hukuman yang lebih berat bagi pelaku.
2. Diharapkan para orang tua agar lebih memperhatikan dan
meningkatkan pengawasan terhadap anak.
3. Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan harus mendapatkan
perhatian yang lebih khusus dari orang tua dan orang-orang di
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